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QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2003
TENTANG )
RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA

¢ & Bahwa dalam rangka usaha peninglkatan pemeliharasn dan

Tetertiban penggunaan jalan vang dikuasai oleh Pamerintah
Kebupaten Aveh Tenpgara perl:  ditetapkan  ketentuen
pengeunaan jalan den penetapan Retribusinyg, .

L. Bahwe untuk mekaud tersebut periu dibuet dalam sustu
Qanun,

L. Undang-Undang Nomor :  Tahua 1974, tentang Pembentulan
Kobupsten. Aceh Tenggava | Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor © 32 Tambehen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 3034 |

IS

Undang - undang Nemor © 13 Tehun 1980 tentang Jelan
(Lernbieran Negara Republix Indonesia Tahuz 1980 Komor : 13
“IEnzbahan Lembsran Negara Republik [ndonesia Nomor © 3186);
3. Undang - Uridang Nomor : § Tahun 1951 tentang Kitab Undang-
undang Hulagm Pidene { Lembasan Negara Republik ndonesia
Tahun 1681 Nowmor : 76 Tambahan Lemberan Negara Republik
Indanesia Nomor 3208 );

4. Undang-undeng Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu kintas
dan Angkutan Jalan | Lemberan Nepara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor : 49 Tembshan Lembaran Negaca Republik

Mmdonesia Nomor : 3480 | ;

@

Undarg-undang Nomor : 22 Takun 1999 tentang Pemerintahan
Drerali { Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1999
Komor : 60, Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 13339

5. Undeng-undang Fomer : 25 Tahua 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antera Pemerintah Pusst dan Daerah | Lambaran
Negara Republik Tndenesia Tahun 1999 Nomor ; 72 Tanthahen
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848 ) -




7. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daersh
dan Reteibusi Daerah { Tambehan Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor : 245 Tambahan Lembaran Republik
Tndonesia Negara. Nomor : 4048 ) ;

8, Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Xenderaan Dermotor di Jalan [ Lembarsn Negara

* Republil Indonesi Tahun 1993 Nomor : G0 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 3538 ) ;
&, Peraturan pemerintah Nomor - 25 Tahun 2000 tentang

dan Propinsi sebagal

Daeran Gtonom [ Lembaran Negara Repuslik Indonesia Tahun

2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesiz Nomer 3652 | |

KM 67 Tehun
1993 tentang Tatn Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan
Laik Jalan Kenderaan Bermotor di Jalan ;

11.Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 tentang
Penyicik Pegawai MNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Dasrah ;

12 Keputusar: Menteri Dalam Negeri Namor : 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemunguten Relribusi Daerah |

10.Keputusean Menteri Perhubungan  NMam

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997
tertang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Deerah .

DEKGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKEAN

: QANUN KABI ACEH TENTAKG
121N DISPENSASI KELAS JALAN. -
BAB 1

HKETENTUAN UMUB

Pasal 1
| Dalam Qanun iz yang dimakeud dengen :

& Daerah adak

Kabupaten Ace? Tenggara ,

B, Pemerintah Dasrah adalab Femerintah Xabupaten Acel Tenggars
¢ Bupeti adalah Bupati Kabupsten Aceh Tenggara
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Jalan adalab jalan termasux jembatanr yang dikussal olel Pemeritah
Kabupaten Aceh Tenggara .

lein Dispensas! Kelas jalan adalsh ain yang diberikan kepada perald jaisn
untuk melalul jalen yang seharushya tidek buleh difalul kenderaan bermotor
yang mempunyai muatan sumbi melebihi kelas jalan jang ditentuian .
Kenderaan Bermotos edalah mobil barang ataw mobil bus .

Muoatan sumbu adalab Jumlal tekanan roda - roda pada suatu sumbu | as |
vang menekan jalan ..

Fenyidik Tindek Pidana dibidang Retribusi Dasrah adalah serangkaian tindakan
yang dilaicukan aleh Penyidilc Pegawal Negerl Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencad serta mengumpulken bukti tersebut membuat torang
tindek pidens dibidang Retribust Daerah serta menemukan tersangkanys ;

Kas Daerah adalal Kas Daerah Ksbupaten Aceh Tengzara ;

Mobil penunipang wmumn adalan setiap kenderasn bermotor yang diganakan

untuk menganglur penumpang
Mobil Bareng adalah sctiap ketderann bermotar selain dari Mobil Bus
Kendersen Khusus adalah kenderasn bermotor yang dipergunakan uniul
ieperiuan Khusus atau mesganghut keperluan Ihusss

SBurat kefentuar Retribusi Daerah adalah Suret Keputusan yang menetikan

Besernya jumlah Retribust yang terhusang .
BAB IT
KELAS JALAN DAN KETENTUAN IZIN
Pasal 2
Peneaeuan kelas jaln bagi jalan - jalan yang sda dalam Kebupaten' Acel
Tenggaa ditetaplan oleh Kepala Daerah sntara kelas | sampai dengas
kelas TV,
Dilarang melalui jafan dengan kenderasn bermotor ¥ang muatan sumba
terberat melebihi kemampuan kelas jalen yang ditentulkan .
Atas perintaan penilik Lenderaan, kepala Daerah tau Fejabat yang dituniuk
dapal memberlkan lsin Dispensasi kelas jalan dengan Setentuan scbagai
berikut : .
a. Unruk jalan kelas I hanya dapat diberikan izin Tagl kenderaan bermotor
denigan muaten sumbu paling berat 5000 Kg { lima ribu kitogram | .
. Untuk jelan kelas [ a hanye dapat diberikan Isin bagi kenderaan bermetor
dengan muatan sumby paling berat 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogrem).
©. Untule falan kelas IV hanya dapat diberikan izin bagi kenderasn bermetor
dengan muatan sumbu paling berat 2.750 Kg { dua dby fujub ratus lna
puluk kilogram |




#) Jalan yang dianggap rusak oleh Kepala Dasrah kepsda pemakai jalan dapat

o

2

diberiken izin khusus yang bersingiutan dikenakan ganti rugi perbaiican falan

Pasal 3
Bentuk Susat lrin Dispensasi kelas jalan dan izin khusys. ditentukan oleh
Kepela Deerah
Dalam Surat iy sebageimana dimaksud pada ayat 1) pasal inl df cantumban
hal - bal scbagai Berikut :
&, Masa berlalaunys bxin yaitu untuk 1 {sama) ka¥ perjalanan atau lehin .

. Syarat - syerat yang harus dipenuhi taita teatang kecepatan dan muaten

maksimum dari yang be: .
©. lzin scbagaimana dimaksud pada ayat (3] pasal 2 dalam Qanurn ini hanys
dapat diberiican untuk jangka waktu selama — lemanya 6 [enem) bulan

lzin khusus sebagsimana dimaksud dalam pesal 2 ayet 4 Qanun ini diberikan

solama - Tsmanya 2 [dua) bulan -

BAB I
HKETENTUAN RETRIEUST
PASAL 4
Femohan [zin Dispensasi kelas jalan dikenzkan Retribusi sebagal berikut :

- Untuk bin Dispensasi kelds jalan dengan jangka wakiu 1 {satu) bulen,
. 5000 (tima ribu rupish | .

b. Untuk [zin Dispensssi kelas jalan dengan jangke waktn 1 (sat) mingsu,
sebesar 3,500 {riga ribu lima ratus rupiah | setiap kenderaan hermotor .

sebesar R

. Untk Zzin Dispensesi keles jalen dengan jangia wakin 1 fssty) minggy,
sebesar 1000 {seribu rupiah) setiap kenderean dengan ketenruan pemakal
jalen maksimal 2 [dua) kell masul dan selebihnyn dikenakan tambabhan
sebesar &p, 500 (lima ratus rupiah) setiap keli masulk .

Tenda bukti Tunas Retribusi dimeksud pada ayat {1} pasal ini, harus

dilampirkan dalam surat Lzn Dispensasi kelas jalan .

Pasal '5
Atas permintaan izin khusus sehagaimena dimeksud puda ayat (4] Pasal 2
Qenun ini yang bersangioutan dikenaksn biaya genti rugi perbaikan jalan
sebagai berikut :
& Setiap kenderuan Truk, sebeser Rp. 20.000 (dua puluh dibu rupish) setiap
bulan
b. Setiiap kereta gandengan, sebesar Rp. 30.000 (tiga, puluh ribn rupiah) setiap
butan

. Setiap mobil, bus, ssbesar 15.000 (lima belas ribi rupiah) setiap bulan .




@ Dalam hal pembayaren i tempet lain yesig diminjuk maka hasil penerfmasn
Retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kall 24 jam «

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
| wajib Retribusi fidak melaksagkan)/tidak mematubi Qpaun ini diancam

bulman kurungan selama-lamanya 6 fenam| bulan den ateu denda sebanysk-
anyalnya Kp. 5.000.000 { lima }

ta rupiah ).

Tindzk Pidens sebagaimens dimaksud dalam ayat (1) &

BABX
PENYIDIKAN
Pasal 13
I} Pejabet Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingiungan Femerintah Daerah Giberi
wewenang kiusus sehegal penyidilc untuk melakakan penyidikan tindak Pidana
Retribusi Dacrah
{2l Wewenang Penyidik schagaimane dimaksud ayat (1] pasal ini adalah:
& Menerima, mencari, mengumpulian dan menelit keterangan azau laporan
berkenaan dsngan tindak pidans dibidang Rerribusi Daccah ©

b. Menentis, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal erazg pribadi
amu baden tentang b yang schubungan
dengan tindak Pidana df bidang Reeribusi Dacrah ;

& Meminta keterangan dan hahan bulkt! dari orang-orang pribadi aluu badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retcibusi Daeral

d. Memeriksa uku-buku, catatan-camien dan dokumen-dokumes lain
Pberkenaan dengan tindak Pidena Retribusi Daerah

& Melnkul untuk banan buitt

pencatatan dan tokumen-dokumen serta melakuken penyitasn terhadsp

bahan buldi tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli delam ranglka pelaksanaan nigas penyeiidican
tndal pidana dibidang Retribusi Deerah

g Menyuruh berhenti, melarng seseorang meninggalkan ruangad acau
tempat pads saat pemeriksann sedang berlangsung dan memeriisa identitas
oreny dan etau dokeunen yang dibna sebagaimana dimaksnd pads hurufa;

b, Memorret sesorang yeng berkalran dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
atal

i, Memengeil orang untule didengar keterangennya ssbagal rersanghs
sekei

§, Wenghentikan peayidikan 108




k. Melelonken tindakan lain ysng perln untuk kelancaren penyidiian tindalk
pidana dibidang Retsibusi Daerah menuzut hukum yang depet dipertanaging
Jawabkaz

(3) Penyidik sebageimena dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan

w dan i&n hasi] penyidikannya kepeca penustut
ketentuan yang diatur delam Undeag-undang Nomor : 8
Tahun 1981 Hulum Acara Fidena ,

amum, sesuai denga

BAB XI
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
{f) Halhal yang belum diar dalem Qanun inf sepanjang  mengenal
pelaksanaannya akan diatir lebih lanjut dengan Keputusen Kepaa Dacrab .
(2) Dengan berlalcunva Qanun ini maka Qanun yang terdahulu  sebelum
divetapkannya Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlakn fagl .

Pasal 15
Qanun ini mulai berlaky sefek tanggal divndengkan

Agar supaya seliap orang dapat 5 me

Qanun ini dengan penempatantya dalam Lembaran Deersh Kabugaien Acsh
Terggara
DITETAPEAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA
Do

Drs. H. ARMEN DESKY
Diundangken di : Kutacane

Pada Tanggal 23 Juri 2003

| SEKRETARIS DAZRAL LPATE]
4 ACEH TR *

.
. SOPAN S8EBAYANG

Perata Utama Muda
Kip. 390 006 418

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
HOMOR : 47
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